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Perihal . Hasil Pemeriksaan atas Kepada Yth.
Pertanggungjawaban Ketua DPP Partai Gerakan
Penerimaan dan Pengeluaran Indonesia Raya
Dana Bantuan Keuangan DPP di
Partai Gerakan Indonesia Raya =
A
yang Bersumber dari APBN TA JAKART
2010.

Berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa
Keuangan (BPK) dan UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung
Jawab Keuangan Negara, BPK telah melakukan Pemeriksaan atas Pertanggungjawaban
Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik yang Bersumber dari Dana
APBN (Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu) Tahun Anggaran 2010 pada Direktorat Jenderal
Kesatuan Bangsa dan Politik dan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Gerakan Indonesia Raya di
Jakarta. Pemeriksaan dilakukan dengan berpedoman pada Standar Pemeriksaan Keuangan Negara
(SPKN) yang ditetapkan oleh BPK.

Tujuan pemeriksaan untuk menilai apakah: (1) Seluruh bantuan keuangan yang

disalurkan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) kepada partai politik telah seluruhnya
diterima oleh partai politik yang berhak; (2) Seluruh bantuan keuangan yang diterima telah

dipergunakan sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan: (3) Seluruh penggunaan bantuan
keuangan telah didukung dengan bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan menurut
ketentuan yang berlaku.

Lingkup pemeriksaan dilakukan terhadap pertanggungjawaban penerimaan dan
pengeluaran dana bantuan keuangan partai politik pada DPP Partai Gerakan Indonesia Raya Tahun
Anggaran 2010, yang bersumber dari dana bantuan APBN tidak termasuk keuangan partai politik
yang berasal dari iuran anggota dan sumbangan yang sah menurut hukum.

Hasil pemeriksaan atas Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan
Keuangan Partai Politik yang Bersumber dari Dana APBN Tahun Anggaran 2010 pada Dewan
Pimpinan Pusat (DPP) Partai Gerindra, tidak terdapat penyebab yang menjadikan BPK yakin
bahwa dana bantuan keuangan yang diterima oleh DPP Partai Gerindra tidak sesuai dengan
bantuan keuangan yang ditransfer oleh Ditjen Kesbangpol Kemendagri, terdiri dari:

I. Selama TA 2010 DPP Partai Gerindra telah menerima dana bantuan keuangan sebesar
‘Rp501.421.860,00;



Atas dana bantuan keuangan yang diterima partai politik tersebut, sebesar Rp504.395.752,00
telah digunakan sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan berdasarkan bukti yang valid:
Dari hasil penelitian terhadap bukti-bukti pengeluaran diketahui bahwa penggunaan dana
bantuan parpol pada Partai Gerindra melebihi dana bantuan keuangan yang diperoleh pada TA
2010 sebesar Rp2.973.892,00. Kelebihan pengeluaran tersebut berasal dari sisa danz bantuan
keuangan parpol tahun sebelumnya.
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Atas perhatiannya kami mengucapkan terima kasih.
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LAPORAN PEMERIKSAAN ATAS PERTANGGUNGJAWABAN PENERIMAAN DAN
PENGELUARAN DANA BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK YANG BERSUMBER
DARI APBN TAHUN ANGGARAN 2010
PADA DPP PARTAI GERINDRA

Berdasarkan UU Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan dan UU Nomor 15 Tahun
2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, serta untuk memenuhi
ketentuan pasal 34A UU Nomor 2 tahun 2011 tentang Partai Politik, BPK telah melakukan pemeriksaan
atas pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran dana bantuan keuangan partai politik yang
bersumber dari APBN TA 2010 pada DPP Partai Gerindra. Pemeriksaan BPK ini dilaksanakan sesuai
standar pemeriksaan yang ditetapkan BPK.

Pemeriksaan yang BPK laksanakan memiliki lingkup yang terbatas dan menggunakan prosedur review

analisis. Oleh karena itu, simpulan BPK hanya atas pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran

dana bantuan keuangan partai politik yang bersumber dari dana APBN TA 2010.

Berdasarkan pemeriksaan BPK, tidak terdapat penyebab yang menjadikan BPK yakin bahwa:

1. Dana bantuan keuangan yang diterima oleh DPP Partai Gerindra tidak sesuai dengan bantuan
keuangan yang ditransfer oleh Ditjen Kesbangpol Kemendagri. Selama TA 2010 DPP Partai Gerindra
telah menerima dana bantuan keuangan sebesar Rp501.421.860,00. Langsung diterima di rekening
partai politik pada Bank BRI nomor 0206-01-003052303 pada tanggal 17 Desember 2010 sebesar

Rp501.421.860,00.

Nilai tersebut adalah sama dengan bantuan keuangan yang ditransfer oleh pemerintah pusat (Ditjen
Kesbangpol ~ Kemendagri), yaitu  sebesar Rp501.421.860,00 dengan SPM  nomor
00007/955723/X11/2010 tanggal 16 Desember 2010 dan SP2D nomor 958570Q/018/110 tanggal 17

Desember 2010. Ditransfer ke rekening partai politik pada Bank BRI nomor 0206-01-003052303.

2. Atas dana bantuan keuangan yang diterima partai politik tersebut, sebesar Rp504.395.752,00 telah

digunakan sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan berdasarkan bukti yang valid; yaitu:

a. Pendidikan partai politik sebesar Rp22.730.000,00 dengan 3 bukti;
b. Operasional sekretariat, sebesar Rp481.665.752.00 yang terdiri dari:

1) Kegiatan administrasi umum untuk keperluan ATK sebesar Rp7.857.000,00 dengan 36 bukti;
2) Kegiatan administrasi umum puntuk keperluan Rapat Internal Sekretariat sebesar

Rp308.709.000,00 dengan 17 bukti;

3) Kegiatan administrasi umum untuk keperluan ongkos perjalanan dinas dalam rangka

mendukung kegiatan operasional sekretariat sebesar Rp34.606.650,00 dengan 13 bukti;

4) Kegiatan langganan daya dan jasa untuk keperluan telepon dan listrik, sebesar

Rp114.493.568,00 dengan 81 bukti;

5) Kegiatan langganan daya dan jasa untuk keperluan air minum sebesar Rp0,00 dengan 0 bukti;
6) Kegiatan langganan daya dan jasa untuk keperluan jasa pos dan giro sebesar Rp274.500,00

dengan 18 bukti;

7) Kegiatan langganan daya dan jasa untuk keperluan surat menyurat sebesar Rp0,00 dengan 0

bukti;
8) Kegiatan pemeliharaan data dan arsip sebesar Rp918.711,00 dengan 3 bukti;
9) Kegiatan pemeliharaan peralatan kantor sebesar Rp14.806.323,00 dengan 2$ bukti.



3. Dari hasil penelitian terhadap bukti-bukti pengeluaran diketahui bahwa penggunaan dana bantuan
parpol pada Partai Gerindra melebihi dana bantuan keuangan yang diperoleh pada TA 2010 sebesar
Rp2.973.892,00 yang berasal dari sisa dana bantuan keuangan parpol tahun sebelumnya.
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